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ABSTRACT 
 
This study is entitled Factors constraining SMEs’ growth in Banyumas.  The purpose of the 
study is to investigate the factors that hinder the growth of small business in Banyumas 
Regency Indonesia.  A survey method was used to gather data from 771 small business owners 
and managers located in Banyumas Regency Central Java Indonesia.  Descriptive statistics 
was used to identify the factors constraing the growth of SMEs in Banyumas Regency 
Indonesia.  The result of the study revealed that the most common constrains hindering SMEs’ 
growth are financial support, weak human resources,and limited market access among the 
internal factors while the external consist of Business climate, infrastructure and 
autonomy.Understanding the factors hindering SMEs’ growth in Banyumas Regency will help 
policy makers such as government, private sectors, to design targeted policies and programs 
that will actively stimulate innovation, as well a helping those policy makers to support, 
encourage and promote SMEs’ for poverty alleviation in Banyumas.  For SMEs, this study 
offers alternative models to counteract the problem of collateral and lending issues.  Strategic 
alternatives on how to address issues such as poor management, poor infrastructure, and 
corruption are discussed  
 
Keywords: constraining factors, Small Business, Growth, Banyumas 
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I. PENDAHULUAN 
 
Sektor UMKM mempunyai peran yang sangat strategis bagi pertumbuhan Ekonomi di 
Indonesia (Hafsah, 2004).  Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2009 
jumlah populasi UMKM telah mencapai 48,9 juta unit usaha. Sementara itu, jumlah tenaga 
kerjanya mencapai 91,8 juta orang (BPS, 2009). Bahkan, berdasarkan survei HSBC pada 2009 
lalu, di tengah krisis finansial, sektor UMKM justru mencatat pertumbuhan yang baik. Dalam 
survei tersebut dinyatakan bahwa indeks kepercayaan UMKM di Indonesia masih di atas rata-
rata. Indeks kepercayaan sektor ini masih berada di angka 101 poin atau satu tingkat di atas 
indeks netral sebesar 100 poin. Hal ini membuat UMKM menjadi level usaha yang paling 
banyak mendominasi dunia usaha di Indonesia, dan semakin mengukuhkan kekuatannya 
terhadap krisis.  
Di balik kontribusi UMKM yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, ternyata 
sektor ini masih menyimpan segudang permasalahan yang sangat mendasar. UMKM, masih 
lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 
masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan 
(Adiningsih, 2001).  Pernyataan ini mendukung penelitian terdahulu oleh Urata (2000) yang 
mengatakan bahwa di antara permasalahan pokok yang dihadapi oleh UMKM adalah 
banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan oleh belum adanya manajemen 
keuangan yang transpran maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.   
Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk memberikan kontribusi terhadap 
pertumbuhan UMKM di Indonesia (seperti Hafsah, 2004; Mansur dan Sulistio, 2010; Winarni, 
2006).  Hasil penelitian Syarif (2008) menyimpulkan bahwa terbatasnya kemampuan UMKM 
dalam mengakses informasi untuk mempromosikan produk UMKM.  Sebagai upaya untuk 
meningkatkan pertumbuhan usaha kecil perlu dipelajari karakteristik serta permasalah yang 
dihadapi oleh UMKM (Winarni, 2006)  
Dengan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan suatu kajian yang mendalam dan 
berkelanjutan yang menganalisis akar permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten 
Banyumas dalam pengembangan usaha.   
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 
Dari berbagai kajian dan upaya-upaya pembinaan usaha ekonomi rakyat di Indonesia, 
permasalahan yang seringkali dihadapi antara lain meliputi: akses pasar, pembiayaan usaha, 
rendahnya kemampuan teknik produksi dan kontrol kualitas, manajemen secara umum. 
Shujiro Urata (2000) yang melakukan penelitian pada UKM di tujuh kota besar di Indonesia 
termasuk Surabaya berhasil mengidentifikasikan permasalahan UKM yang meliputi: 
lemahnya akses pasar (29%), keuangan (19,2%), informasi teknik dan pelatihan (19,2%), 
kontrol kualitas, manajemen, peralatan produksi masing-masing 9,6% dan masalah lain 4%. 
Selain itu menurut Ariawati (2005) kelemahan UKM dapat diklasifikasikan seperti yang 
terlihat pada tabel 1 berikut ini. 
  
Tabel 2.1. Klasifikasi Kelemahan UKM 
N Bidang 
 
Kelemahan 
1
1. 
Pendidikan Pendidikan yg dimiliki oleh pelaku UKM relatif kurang 
tinggi 
2
2. 
Ketrampilan & keahlian Profesionalisme, kemampuan teknikal dan manajerial yg 
rendah 
3
3. 
Kemampuan penetrasi 
pasar 
Kemampuan penetrasi pasar yg rendah karena produk yg 
inferior dan skala produksi yg kecil 
4
4. 
Permodalan Modal usaha kecil dan sulit akses pada lembaga keuangan 
5
5. 
Teknologi Industri Lemah karena tidak ada akses pada lembaga keuangan 
6
6. 
Jaringan Usaha Terbatas pada produk inferior dan jumlahnya terbatas 
7
7. 
Iklim Usaha Kurang menunjang karena adanya persaingan 
8
8. 
Sarana & Prasarana Belum memiliki sarana dan prasarana 
Sumber: Ariawati, 2005 
 
Berbagai permasalahan di atas, pada kenyataannya saling terkait dan berinteraksi satu 
sama lain. Pemahaman secara mikro terhadap kondisi internal UKM yang lebih mendalam 
diperlukan pihak pembina agar pembinaan tidak hanya terfokus pada satu sisi saja misalnya 
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upaya penyaluran modal kerja atau modal investasi namun juga harus diperhitungkan aspek 
yang lain misalnya: luas dan daya serap pasar untuk produk UKM, kemampuan manajerial 
pengusaha, kemudahan memperoleh bahan baku dan bahan penolong serta substitusinya, 
desain produk serta kualitasnya dan lain-lain. Tanpa memperhatikan serta melakukan 
pembinaan terhadap berbagai faktor yang saling terkait di atas pengalaman telah membuktikan 
bahwa hanya kegagalan yang akan terjadi. Pembinaan yang hanya menekankan pada 
penyediaan pembiayaan usaha saja akan menemui kegagalan, termasuk pengalaman 
kegagalan yang dialami sektor perbankan kita dalam membina UKM pada masa lalu.  
 
III. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 
permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Banyumas dalam pengembangan 
usaha.  Populasi penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang sudah berdiri 
minimal dua tahun serta berlokasi di wilayah marjinal dan pedesaan di Kabupaten Banyumas.  
Pengumpulan data meliputi survei pendahuluan untuk memperoleh gambaran tentang 
organisasi dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti, survei lapangan berupa 
pengamatan dan wawancara langsung dengan UMKM di Kabupaten Banyumas.  Data dari 
masyarakat diperoleh melalui kuisioner dan wawancara. Data juga diambil dengan 
mengumpulkan data-data sekunder yang sudah adaSejumlah 500 kuesioner dikirimkan kepada 
responden dan hanya 442 yang kembali dan diolah lebih lanjut. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Profil UMKM di Kabupaten Banyumas 
Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Propinsi Jawa Tengah yang 
terdiri dari 27 kecamatan dan 331 kelurahan. Dari tahun 2006 sampai dengan 2009, jumlah 
usaha kecil meningkat dari 643 menjadi 717. Jumlah ini cukup banyak dan menyebar di 
seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas. Namun demikian penyebaran lokasi usaha kecil 
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tersebut tidak merata di semua daerah. Sebagian besar usaha kecil berada di wilayah 
Purwokerto, dengan jumlah terbanyak berada di Wilayah Purwokerto Timur yaitu sebesar 142 
usaha kecil. Adapun sebaran lokasi usaha kecil dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 1. Jumlah Usaha Kecil di Kab. Banyumas 
Kecamatan  Pedagang  
 Kecil 
(1) (2) 
1. Lumbir  3 
2. Wangon  33 
3. Jatilawang  13 
4. Rawalo  4 
5. Kebasen  11 
6. Kemranjen  6 
7. Sumpiuh  15 
8. Tambak  7 
9. Somagede  3 
10. Kalibagor  9 
11. Banyumas  7 
12. Patikraja  16 
13. Purwojati  12 
14. Ajibarang  48 
15. Gumelar  13 
16. Pekuncen  3 
17. Cilongok  30 
18. Karanglewas 19 
19. Kedungbanteng  11 
20. Baturaden  11 
21. Sumbang  6 
22. Kembaran  44 
23. Sokaraja  32 
24. Purwokerto Selatan  101 
25. Purwokerto Barat  65 
26. Purwokerto Timur  142 
27. Purwokerto Utara 53 
Jumlah 717 
 
Profil Responden 
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 Deskripsi hasil penelitian dibagi menjadi jenis usaha, umur usaha dan omzet 
penjualan.    Sample penelitian ini berjumlah 442 UMKM yang berlokasi di wilayah Marjinal 
dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas. Adapun deskripsi sample berdasarkan jenis usaha 
yang ditekuni dapat dilihat pada tabel 1.   
Tabel 2 Deskripsi UMKM berdasarkan Jenis Usaha   
 
 
Berdasarkan jenis usaha responden penelitian dapat dibagi menjadi delapan kategori yaitu 
usaha makanan khas sejumlah 160 unit atau 36.4%; tanaman hias, kayu dan peternakan 
unggas masing-masing  sejumlah 40 unit atau 9.1%, bulu mata dan usaha pengolahan gula 
kelapa masing-masing sejumlah 50 unit atau 11.4% serta usaha sayuran/buah-buahan dan 
perikanan masing-masing sejumlah 30 unit atau setara dengan 6.8%. Mayoritas responden 
merupakan UMKM yang melakukan usaha dibidang pengolahan makanan khas Banyumas 
seperti kripik tempe, nopia dan getuk goreng.  Produk dengan jenis ini paling banyak diminati 
karena tidak memerlukan modal yang besar baik dalam hal investasi peralatan, tenaga kerja 
juga modal kerja seperti bahan baku. Demikian pula halnya dengan pemasaran, produk ini 
dapat di jual di pasar lokal/ tradisional juga pasar modern.  Tingkat perputaran penjualan yang 
cukup tinggi memberikan stabilitas pendapatan secara terus menerus kepada pelaku UKM 
dibidang industri makanan.  Oleh karena itu sektor paling banyak diminati oleh pelaku 
UMKM yang berlokasi di wilayah marjinal dan pedesaan.  Menurut Kastaman (2003) 
Jenis Usaha
160 36.2 36.4 36.4
40 9.0 9.1 45.5
40 9.0 9.1 54.5
50 11.3 11.4 65.9
40 9.0 9.1 75.0
30 6.8 6.8 81.8
30 6.8 6.8 88.6
50 11.3 11.4 100.0
440 99.5 100.0
2 .5
442 100.0
Makanan Khas
Tanaman HIas
Kayu
Bulu Mata
Poultry
Sayuran
Perikanan
Gula Kelapa
Total
Valid
SystemMissing
Total
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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mengembangkan usaha dalam bidang pangan, baik berupa produk mentah, bahan setengah 
jadi maupun produk jadi merupakan kegiatan yang memiliki prospek sangat baik karena 
selama manusia hidup akan selalu memerlukan pangan untuk kebutuhan fisiknya. Jadi usaha 
dalam bidang pangan orientasinya bisa seumur hidup. Berdasarkan hasil wawancara di 
lapangan diperoleh temuan tentang beberapa alasan mengapa sektor makanan lebih diminati 
oleh masyarakat di wilayah marjinal dan pedesaan antara lain: kemudahan akses terhadap 
bahan baku, tidak memerlukan keahlian khusus saat pengolahan serta kemudahan dalam 
pemasaran karena produk makanan khas memiliki permintaan yang tinggi (perputaran uang 
yang sangat cepat).  Namun demikian sifat usaha yang hanya berorientasi jangka pendek yaitu 
menjual dipasar lokal yang hasil penjualan digunakan untuk konsumsi sehari-hari mayoritas 
pengusaha makanan tidak memiliki perencanaan untuk pengembangan produk ke pasar 
nasional maupun ekspor.   
Menurut Kastaman (2003) permasalahan dalam mengembangkan usaha bidang pangan ini 
banyak kendala yang dihadapi, mulai dari ketersediaan bahan baku, aspek kesehatan, periode 
waktu atau umur konsumsi hingga cara penanganannya. Penyajian produk pangan yang tidak 
memenuhi syarat utama yaitu aspek kesehatan sudah barang tentu tidak akan menarik di mata 
konsumen. 
Ada beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan produk 
pangan, antara lain yaitu : 
1. Lama konsumsi dari bahan pangan 
2. Variabilitas bahan untuk diolah dari satu produk ke produk yang lain 
3. Cara penyimpanan dan penyajian 
4. Kesesuaian dengan standar yang ditetapkan 
5. Penampakan produk dalam rangka menarik minat konsumen 
6. Aspek lingkungan pemasaran 
Semua faktor di atas akan berdampak pada keberhasilan dalam pemasaran produk kepada 
konsumen. Idealnya produk pangan yang akan dipasarkan memiliki umur konsumsi yang 
lama, mudah diolah menjadi berbagai macam produk, mudah dalam mengolah dan 
menyajikannya, tidak sulit dalam menyajikan kemasannya, memenuhi standar yang berlaku 
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umum untuk produk pangan terutama yang menyangkut kesehatan dan dapat dipasarkan di 
berbagai tempat. Untuk mendapatkan produk pangan yang ideal tersebut tidak mudah, oleh 
karena tidak semua bahan memiliki karakteristik yang sama, yang pada akhirnya akan 
membawa konsekuensi kepada biaya produksi dan cara penyajiannya.  Berdasarkan hasil 
temuan ini industri makanan khas merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk 
dikembangkan di wilayah marjinal dan pedesaan di Kabupaten Banyumas.  Berdasarkan jenis 
usaha profil responden dapat digambarkan secara grafis seperti berikut: 
 
Gambar 4.1 Profil Responden berdasarkan Jenis Usaha 
 
Berbagai Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Banyumas 
Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dapat 
dikelompokkan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal.  Pengelompokan ini 
didasarkan pada penelitian terdahulu (Ariawati, 2005, Hafsah, 2004, Rosid, 1998) 
A. Faktor Internal 
a Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan usaha 
UMKM di Kabupaten Banyumas. Mayoritas pengusaha menggunakan modal sendiri 
Jenis Usaha
Missing
Gula Kelapa
Perikanan
Sayuran
Poultry
Bulu Mata
Kayu
Tanaman HIas
Makanan Khas
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dalam menjalankan usahanya.  Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada 
umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan 
yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya 
sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya 
sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh 
bank tidak dapat dipenuhi.  
b Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas Sebagian besar usaha kecil tumbuh 
secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan 
SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan 
keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, 
sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu 
dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi 
perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang 
dihasilkannya.  
c Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada 
umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat 
terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang 
dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan  mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. 
Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta 
didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang 
baik. 
B. Faktor Eksternal 
a Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Kebijaksanaan Pemerintah untuk 
menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke 
tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini 
terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-
pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.  
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b Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana 
yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan 
usahanya sebagaimana yang diharapkan.  
c Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 
tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur 
dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi 
terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang 
dikenakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera 
dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 
Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi 
yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di 
daerah tersebut.  
d Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai 
berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha 
kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas.Dalam hal ini, mau tidak 
mau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan  roses produksi 
dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan 
frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu 
lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu 
ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai 
hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu maka diharapkan UKM perlu 
mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun 
keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.  
e Sifat Produk Dengan Lifetime Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki 
ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime 
yang pendek. 
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f Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang 
dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun 
internasional. 
Tabel berikut menunjukkan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di 
Kabupaten Banyumas dalam Pengembangan Usaha: 
Tabel 4.11. Kendala dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Banyumas 
Faktor Dimensi 
Internal Terbatasnya modal 
Terbatasnya kemampuan SDM 
Lemahnya jaringan usaha dan  akses pasar 
Adapsi inovasi teknologi 
Kendala operasi (pemasaran dan pengendalian persediaan) 
Kendala administratif (pembukuan dan manajemen secara umum) 
Eksternal Infra Struktur/ Sarana prasarana 
Iklim Usaha 
Otonomi Daerah 
Globalisasi 
 
Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan usaha adalah 
terbatasnya modal.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67.2 persen menggunakan tabungan 
pribadi sebagai sumber permodalan, 11.7 persen mempunyai akses terhadap tabungan 
keluarga besar, 8.3 mempunyai akses ke bank serta 12.8 persen melakukan kemitraan usaha 
dengan pihak lain.   
Tabel 4.12. Sumber permodalan UMKM di Kabupaten Banyumas 
Sumber persentase 
Tabungan pribadi 67,2 
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Tabungan keluarga besar 
Bank komersial 
Kemitraan usaha 
11,7 
8,3 
12,8 
Total 100 
Sumber: Data primer diolah 
Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sejenis di negara berkembang di dunia 
tentang permodalan sebagai faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM (lihat Ariawati, 
2005; Hafsah, 2004; Kallon dkk, 1990; Okpara, 2011; Rosid, 1998; Sulistio dan Mansur, 
2010).  Namun demikian sejauh mana keterbatasan modal menjadi penghambat utama dalam 
pertumbuhan UMKM masih perlu dipertanyakan (Okpara, 2011).  Hasil penelitian terdahulu 
menyimpulkan bahwa tambahan modal tidak selalu diperlulan untuk keberhasilan aktivitas 
usaha dan kekurangan modal itu dapat dikompensasi dengan kreativitas dan inisiatif (Dia, 
1996, Godsell, 1991, Hart, 1972, harper dan Soon, 1979).  Selanjutnya Kallon (1990) 
menemukan bahwa jumlah modal yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha memiliki 
hubungan yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha, serta akses terhadap 
kredit komersial tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan usaha, 
jika ia, maka hubungan keduanya adalah negatif. 
Sebaliknya beberapa peneliti lainnya termasuk di Indonesia (Ariawati, 2005; Hafsah, 2004; 
Okpara, 2011; Rosid, 1998; Sulistio dan Mansur, 2010) menyimpulkan bahwa salah satu 
masalah utama bagi usaha kecil menengah adalah terbatasnya jumlah modal (under-
capitalized).  Mayoritas UMKM cenderung menggunakan modal sendiri dalam menjalankan 
usaha (Okpara, 2011) oleh karena itu akses permodalan masih menjadi isu penting dalam 
pengembangan UMKM.  Kallon (1990) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa 65.6 
persen UMKM menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usaha.  Sementara itu Keyser 
dkk (2000) menyimpulkan bahwa di Zambia, kurangnya modal awal dalam memulai usaha 
merupakan masalah utama yang dihadapi UMKM karena hanya 24 persen uMKM yang 
memulai usaha dengan modal pinjaman dari bank.  Angka ini masih lebih baik jika 
dibandingkan dengan temuan penelitian ini bahwa hanya 8,3 persen UMKM di Kabupaten 
Banyumas yang mendapatkan pembiayaan dari bank komersial.  Penelitian lain oleh Koop 
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dkk (2000) besarnya modal awal saat memulai usaha berpengaruh positif terhadap 
keberhasilan usaha.  Dari hasil wawancara dengan pihak Bank Pembiayaan Syariah di 
Kabupaten Banyumas diperoleh kesimpulan bahwa lemahnya akses UMKM terhadap 
pembiayaan lebih disebabkan oleh tidak adanya/sesuainya nilai agunan  yang diberikan 
dengan jumlah pembiayaan yang diajukan.  Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian 
terdahulu yang menyimpulkan bahwa faktor agunan, serta terbatasnya kemampuan dalam 
membayar angsuran di bank merupakan faktor yang menyebabkan lemahnya akses UMKM 
terhadap pembiayaan (Gray et al, 1997; Kiggundu, 1988; Pramuka dkk, 2010; Trulsson, 1997; 
Ulfah dkk, 2009; Van Dijk, 1995) 
Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh UMKM bersifat manajerial seperti kemampuan 
SDM, pelaporan keuangan.  Hal senada juga ditemukan oleh beberapa peneliti terdahulu 
(seperti Ariawati, 2005; Hafsah, 2004; Okpara, 2011; Rosid, 1998; Sulistio dan Mansur, 2010, 
Urata, 2000).  Misalnya Urata (2000) yang melakukan penelitian pada UKM di tujuh kota 
besar di Indonesia termasuk Surabaya berhasil mengidentifikasikan permasalahan UKM yang 
meliputi: lemahnya akses pasar (29%), keuangan (19,2%), informasi teknik dan pelatihan 
(19,2%), kontrol kualitas, manajemen, peralatan produksi masing-masing 9,6% dan masalah 
lain 4%.  Temuan sejenis juga dilaporkan oleh Tushabomwe-Kazooba (2006) bahwa 
pembukuan yang kurang baik serta kurangnya kemampuan dalam keahlian dalam manajemen 
dasar merupakan faktor penyebab kegagalan UMKM di Afrika.  Rendahnya pengetahuan dan 
pengalaman pemilik dalam manajemen usaha merupakan salah satu faktor yang menghambat 
keberhasilan UMKM.  Faktor lain yang menghambat pertumbuhan UMKM antara lain 
pembukuan yang buruk, kurangnya pengalaman dalam berbisnis, kurangnya pengetahuan 
teknis, kemampuan manajerial yang rendah, perencanaan yang buruk serta kurangnya riset 
pemasaran (Lussier, 1996; Mahadea, 1996; Murphy, 1996).  Faktor seperti korupsi, kurangnya 
sarana prasarana, lokasi yang buruk, kurangnya riset pemasaran berpengaruh negatif terhadap 
pertumbuhan UMKM (Tushabornwe_kazooba, 2006; Mambula, 2002) 
Hasil wawancara mendalam dengan pemilik dan karyawan serta para stakeholders UMKM 
juga diperoleh informasi tentang faktor lainnya yang menghambat pertumbuhan usaha 
UMKM di Kabupaten Banyumas berkaitan dengan sifat (trait) dan perilaku (behavior) 
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individu pengusaha seperti sifat tidak jujur/ korupsi, semangat kerja yang lemah serta perilaku 
bisnis yang curang seperti mengurangi timbangan, penyogokan, manipulasi harga dstnya.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa temuan penelitian terdahulu tentang buruknya 
pengaruh perilaku tidak etis dalam berbisnis dalam keberhasilan usaha.  Kiggundu (2002) 
menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengusaha 
kecil di afrika dalam mengembangkan kemampuan wirausaha mereka adalah sogok-
menyogok, kurang jujur, serta perilaku bisnis curang lainnya (illegal business conducts). 
Perilaku seperti ini memberi peluang kepada pihak yang berkuasa untuk menghasilkan uang 
dengan cara cepat dan tidak legal(menerima uang sogokan dalam perijinan misalnya).  Secara 
umum korupsi memberikan dampak buruk pada semua bidang termasuk pelaku UMKM 
(Okpara, 2011) karena periku curang seperti ini merendahkan hukum nasional, integritas 
bangsa juga menurunkan rasa percaya diri para pengusaha (Langseth dan Stapenhurs, 1977; 
Pop, 2002) 
Secara umum hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu (Ariawati, 2005; 
Hafsah, 2004; Okpara, 2011; Rosid, 1998; Sulistio dan Mansur, 2010, Urata, 2000) yang 
menyimpulkan bahwa diantara masalah yang dihadapi UMKM dalam pengembangan usaha 
antara lain aspek keuangan yang lemah; kemampuan manajemen yang buruk; sikap bisnis 
yang tidak legal seperti curang, korupsi; kurangnya sarana prasarana, lemahnya pembukuan, 
lemahnya jaringan, rendahnya kemampuan akses pasar, serta iklim usaha yang kurang 
mendukung (yang secara umum dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal). 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sjumlah faktor yang menghambat 
pertumbuhan UMKM di Kabupaten Banyumas.  Faktor ini dibagi menjadi internal dan 
eksternal.  Berdasarkan tingkat kepentingannya faktor dukungan finansial merupakan salah 
satu faktor utama yang menentukan perkembangan usaha.  Oleh karena itu pengusaha kecil 
dan menengah disarankan untuk mencari sumber pembiayaan murah dengan tingkat bunga 
yang rendah dari lembaga keuangan, mencari pinjaman dari teman dan keluarga, melakukan 
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negosiasi dengan pelanggan yang membeli dengan partai besar agar memberikan uang muka, 
serta mencari sumber pembiayaan dari lembaga keuangan mikro.  Berkaitan dengan masalah 
manajerial, pembinaan dapat dilakukan oleh pemerintah melalui workshop dan seminar.  
Demikian pula halnya dengan perguruan tinggi hendaknya mengalokasikan dana untuk 
memberikan pelatihan kepada pemilik UMKM.  Bentuk pelatihan yang diberikan dapat 
berupa pencatatan akuntansi, pemasaran dan pembukuan yang dibutuhkan oleh pemilik 
UMKM dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari.  Ketrampilan manajerial ini diharapkan 
mampu meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional dan global.   
Pemilik UMKM perlu membentuk jaringan usaha serta mencari nasihat dari pelaku UMKM 
yang lebih berpengalaman pada usaha yang sejenis.  Untuk memiliki pencatatan akuntansi 
yang akurat maka UMKM perlu mempekerjakan ahli dalam berbagai fungsi manajemen serta 
digaji dengan layak.  Pembukuan harus dilakukan dengan teratur secara periodikal.  Perilaku 
bisnis yang curang seperti korupsi harus dihindari dan pemerintah harus melakukan kampanye 
anti korupsi dengan gencar untuk membentuk perilaku bisnis yang lebih baik bagi pengusaha.  
Keberhasilan UMKM memerlukan lingkungan yang stabil, lingkungan yang layak, 
masyarakat bebas korupsi serta pemerintah dengan kebijakan yang pro UMKM 
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